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PENETAPAN 

Nomor 1136/Pdt.G/2021/PA.Skh 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan 

dalam perkara Cerai Gugat antara: 

Xxxx, umur 31 tahun, NIK xxx, (tempat lahir Karanganyar, tanggal lahir xxx), 

agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah 

Tangga, tempat kediaman di Rumah kontrakan xxxx, 

Kecamatan Xxxx, Kabupaten Sukoharjo, sebagai 

Penggugat; 

melawan 

Xxxx, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak diketahui, 

tempat kediaman di Rumah kontrakan xxxx, Kecamatan 

Xxxx, kabupaten Sukoharjo, sekarang tidak diketahui 

alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di seluruh 

wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut;  

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; 

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;  

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 September 2021 

yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan 

Nomor 1136/Pdt.G/2021/PA.Skh, tanggal 21 September 2021, mengajukan 

gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut: 

1. Bahwa pada tanggal 20 November 2010, Penggugat dengan Tergugat 

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah 

Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Surabaya, Propinsi Jawa 
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Timur, Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 

309/105/XI/2010, tertanggal 20 Nopember 2010. Pada saat menikah 

Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Beristri;   

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat 

bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan bapak xxx di alamat 

Penggugat tersebut di atas;   

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan 

telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan 

telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama xxx, lahir tanggal xxx;   

4. Bahwa namun sejak bulan Oktober 2019 kerukunan dan keharmonisan 

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat  menjadi goyah disebabkan 

karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah 

tangga yang disebabkan, Tergugat pinjaman uang di Bank dengan 

jaminan BPKB mobil merek Honda Freed milik Penggugat dan cair 

sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan 

angsuran setiap bulannya sejumlah Rp.8.700.000,- (delapan juta tujuh 

ratus ribu rupiah) dan diatas namakan orang tua Penggugat sebagai 

peminjamnya, dan uang tersebut semua dikuasai oleh Tergugat;   

5. Bahwa akhibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas, yakni 

pada akhir bulan November 2019, Tergugat pergi meninggalkan tempat 

tinggal bersama tanpa ijin Penggugat dan perginya ke mana tidak 

diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah 

Republik Indonesia (Goib), sehingga sekarang selama 1 (satu) tahun 10 

(sepuluh) bulan;   

6. Bahwa selama Tergugat pergi dari tempat tinggal tidak pernah pulang, 

tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah mengirim nafkah kepada 

Penggugat;   

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencoba mencari Tergugat dengan 

telepon nomor telepon Tergugat, namun nomor telepon Tergugat sudah 

tidak aktif lagi, dan sudah berusaha mencari Tergugat di rumah 

Tergugat di wilayah Dusun Pantimulyo,RT.05 RW.03, Desa Kendalrejo, 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 3 dari 6, Pen. No. 1136/Pdt.G/2021/PA.Skh 
 

Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur,  tidak bertemu 

dengan Tergugat dan rumah tersebut sudah tidak ada yang menempati;   

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan 

cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai 

dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam 

Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi 

Hukum Islam;   

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat 

perkara ini;   

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua 

Pengadilan Agama Sukoharjo, cq Hakim Pemeriksa Perkara, untuk memeriksa 

dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai 

berikut: 

PRIMAIR : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;   

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat 

(Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);   

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;   

SUBSIDAIR : 

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;  

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah 

datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang 

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap 

sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara 

resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat 

tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah; 

Bahwa sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat mencabut 

gugatannya dengan alasan akan berdamai kembali dengan Tergugat;  

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang 

tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat kembali dalam putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana terurai di atas; 

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut 

untuk hadir di persidangan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain 

untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu 

disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karenanya Tergugat harus 

dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat; 

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut gugatan 

nya Nomor 1136/Pdt.G/2021/PA.Skh, tanggal 21 September 2021, di depan 

sidang;  

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. Penggugat dapat 

mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban; 

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut diajukan pada sidang sebelum 

Tergugat memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, sehingga dengan 

demikian pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan 

dengan Hukum Acara dan dapat dikabulkan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah 

diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara 

dibebankan kepada Penggugat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah 

diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara 

dibebankan kepada Pemohon; 

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENETAPKAN 

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;  

2. Menyatakan perkara Nomor 1136/Pdt.G/2021/PA.Skh, selesai karena 

dicabut; 
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3. Membebankan kepada Penggugat  untuk membayar biaya perkara ini 

sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah). 

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada Hari Kamis tanggal 24 

Februari 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriah oleh 

kami Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, penetapan 

tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh 

Hakim tersebut dengan dibantu Sasmito, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan 

dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. 

 

 Ketua Majelis, 

 

ttd 

 

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. 

 
Panitera Pengganti, 

ttd 

Sasmito, S.H. 
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Perincian Biaya Perkara: 

1. PNBP 

a. Biaya Pendaftaran  :  Rp30.000,00 

b. Panggilan Pertama Penggugat  : Rp10.000,00   

c. Panggilan Pertama Tergugat : Rp10.000,00   

d. Redaksi   : Rp10.000,00 

2. Biaya ATK Perkara  : Rp75.000,00 

3. Biaya Panggilan   : Rp400.000,00 

4. Meterai   : Rp10.000,00 

Jumlah  : Rp545.000,00 
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